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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan ekonomi secara menyeluruh. maka diperlukan
suatu keterpaduan dan keselarasu, dalam berbagai hal. untuk meningkatkan tarafl
hidup masyarakat pada kehidupan yang lebih baik dengan cita - cita menuju
terwujudnya masyarakat adil dan mahmur, tetapi-hal ini tidak bisa di wujudkan
dengan muciah karena  sgjuk bangsa  Indonesia memproklamasikan
kemerdekaannya masih banyak niengalami suaty pertentangan politik, untuk itu
perlu dilakukan usaha — usaha untuk memperbuiki Kehidupan dalam bidang sosial
,ekonomi, budaya dan agama bagi bangsa Indonesia.

Untuk mencapai tujuan nasional maka pemerintah harus melakukan
pembangunan - pembangunan di segala bidang, hal' ini bertujuan uniuk
meningkatkan taraf hidup masyarakal pada kehidupan yang lebih baik dengan
lerwujudnya “masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

| Undang - Undang Dasai-1945,

Dengan semakin berkembangnya pembangunan di segala bidang, tentunya
tenaga kerja juga mempunyai peranan penting dan arij yang sangat penting
sebagai salah satu unsur penunjang dan merupakan modal utama dalam
pelaksanaan pembangunan sekarang ini. Tenaga kerja merupakan unsur yang

akan mempengaruhi peningkatan produksi, dengan adanya kerjasama yang baik

antara pekerja dengan pengusaha di perusahaan. maka secara tidak langsung akan




—

dapat mempengaruh; peningkatan Produksi  Perusahaun akan memperoleh

keuntungan dan karyawan akan memperoleh Kesejahteraan yang memadai bag;

kehidupannya.

Untuk member; perlindungan tenaga kerja terhadap resiko — resiko yang

langsung akan mengakibatkan berkurangnya atay hilangnya penghasilan maka

pemerintah  mengatur tentang ketentuan - ketentuan  pokok mengenai
perlindungan bagi tenaga kerja yaitu sebagai berikut -

“Tiap  tenaga kerja  berhak mendaya perlindungen - aray keselamaran,
kesusilaan dan moril kerja serta perlakan Jang: sesuai- dengan martabay

manusia dan moril agama "

Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan, perlu dilakukan
usaha — usaha untuk menghindari kecelakaan, pencegahan bisa dilakukan dengan
memakai alat pengaman atay dengan melakukan pengawasan terhadap alat — alat
yang dipakai sebagai pengaman  kerja.  Jadi perlu adanya usaha untuk
meningkatkan kesadaran par.a pekerja tentang pentingnya alat pengaman di dalam
‘menjalankan pekerjaannya, Karena dengan menggunakan alat tersebut dapat
menghindari atay mengurangi kecelakaan yang terjadi sewaktu — waktu. Oleh
sebab itu perlu adanya perusahaan lain yang-dapat menanggung resiko akibat
kerja tersebut, sehingga  dengan adanya pihak lain yang menanggung 'resiko
tentunya akan menimbulkan rasa tentram bagi seluruh tenaga kerja tersebut.

) Sunuknur  P.E.SC, Keselamatan Kerja  dun Pencegahan Kecelakaan, Cy

Haji Massagung, Jakarta, Tahun 1990,

~



Tujuan dari lembaga pertanggungan adalah supaya resiko yang
diakibatkan oleh peristiwa tertentu dapat dialihkan kepada orang lain dengan
diperjanjikan sebelumnya syarat - syarat yang mereka scpakati bersama.

Tenaga kerja tidak hanya dituntut hanya bekerja saja, tetapi juga harus
bisa dapat meningkatkan kemampuan untuk kemajuan perusahaannya, hal ini
tidak bisa lepas dari pembangunan karena kemajuan suatu perusahaan dapat
meningkatkan pembangunan suatu bangsa :

" Untuk itu meningkatakan peranan dan partisipasi akiif tenaga kerja dalam
pelaksanaan pembangunan, naka tahap pertame yang harus dilakukakan
pada pemberian prioritas  lentang langkah  pembinaan dan penggunaan
”2)

tenaga kerja”.

Dengan adanya  pembinian dan  pendayagunaan tenaga kerja yang

semaksimal mungkin akan dapat mempengaiuhi produktivitas dari tenaga kerja
sendiri yang juga merupakan faktor penting dalam pembangunan,

Dalam rangka pembinaan terhadap lenaga kerja ini perlu diperhatikan
" keputusan Menteri Tenaga. Kerju tertanggal 1 juli 1970 No. 137 dan 139 yang
berdasarkan salah satu keputusan tersebut ditetapkan sebagai pengelola tenaga
kerja Indonesia adalah Departeinen  Tenaga Kerja - 'yang mempunyai tugas
pokok :¥

2)

Wiwoho Soedjono. SH.  /lukum Perjanjian Kerja,  PT. Bina Aksam Jakarta

tahun 1987, hal. 73,

 Ibid, Hal. 74 -75.




(H Menyelenggarakan pembinaan khusus dalam sektor pembinaan dan
pendayagunaan tenaga kerja yang dirumuskan sebagai berikut :

a. Mengatur dan mengembangkan serta mendorong usaha — usaha
yang bertujuan memberikan atau mempertinggi kejujuran dan
keahlian tenaga kerja serta memberikan usaha — usaha tersebut
untuk mencapai keserasian dengan kebutuhan masyarakat dan
pembangunan,

b. Mengusahakan, menganjurkan dan mendorong serta membantu
langkah dan tindukan yang wmenuju terlaksananya penggunaan
tenaga kerja secara tepat guna, penuh dan produktif.

IL. Menyeienggarakan pembinaan khusus dalam sektor perlindungan dan
perawatan tenaga kerja yang dirumuskan sebagai berikut

a. Mengatur dan mengusahakan adanya kesadaran dan pengertian
yang baik bagi oruanisasi buruh atay pekerja dan pengusaha akan

kedudukan, tugas serta tangguing jawab mereka masing — masing

sebagai unsur dan peserta peimbangunan,

b. Mengatur dan mengusahakan terselenggaranya Syarat — syarat

kerja dan jaminan - jaminan sosial yang layak bagi pekerja ke
arah  peningkatan kesejahteraan tenaga kerja untuk lebih

menjamin kegairahan kerja.




c. Mengatur dan mengusahakan perlindungan dan perawatan yang
layak bagi semuu tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya
sehari — hari khususnya dalam bidang keselamatan kerja.

d. Mengatur dan mengusahakan adanya perlindungan dan perawatan
yang layak bagai semua tenaga kerja dalam  menjalankan
pekerjaannya sehari = hari khususnya yang menyangkut norma -
norma perlindungan tenaga kerja.

Dengan adanya saling keterkaitan antara pekerja dengan pengusaha maka
akan timbul saling membutuhkan antara keduanya, dengan  adanya hubungan
yang baik antara l;eduanya akan menjamin kemajuan perusahaan dan suksesnya

pembangunan bangsa di bidang perindustrian,

Berawal dari pemikiran hal tersebut diatas, akhirnya penulis mimilih judul
yaitu “ TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL

TENAGA KERJA DI PT. JAYA KONSTRUKSIMANGGALA PRATAMA
 SEMARANG”.

B. Pembatasan Masalah

Untuk  mempertajam kajian dan mempermudah penelitian, penulis

membatasi kajiannya hanya membicarakan pelaksanaan jaminan sosial bagi

tenaga kerja yang dilakukan oleh PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama

Semarang,

S




C. Permasalahan

Bertolak pada uraian - uraian  dalam latar belakng dan pembatasan
masalah, agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan mengenai sasaran, maka

penulis akan merumuskan permasalahannya sbagai berikut :

I. Bagaimana program jaminan sosial tenega kerja yang dilaksanakan
pada PT.Jaya Ko atama Semarang,
.

jaminan sosial tenaga kerja di PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama

Semarang.
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c. Untuk mengetahui usaha - usaha yang dilakukan oleh PT. Jaya
Konstruksi Manggala Pratama  Semarang untuk meningkatkan
kesejahteraan pekerjanya.

2, Kegunaan Penelitian
a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman yang mendalam

secara praktis, yang berhubungan dengan masalah jaminan sosial

ouram JAMSOSTEK.

tenaga kerja yang be L \\
b.  Untuk memberikan / in i bidang Jamsostek, karena
s;\ 1end apat perhatian dari

U~

T =
peraturan yang ada dengan kenyataan - kenyataan yang ada dalam praktek

kehidupan sehari — hari, kemudian saling dihubungkan dan diambil suatu

kesimpulan dari semua data - data yang terkum pul itu.



2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian adalah diskriptit' analistis  yaitu penelitian yang
diperoleh dan diharapkan memberikan fakta - fakta atau realita mengenai
pelaksanaan program Jjaminan sosial tenaga kerja di PT. Jaya Konstruksi
Manggala Pratama Semarang,

3. Metode populasi dan penarikan sampel

L
TerTSULA /e
"r:ﬂurlﬁ ifd J LFM I'ﬂ" ra langsung

Catatan  terhadap

jawaban - jawab, tersebut

4) _ . 5
Ronny Hanitijo Soemitio SH, Metadidogi Penelitian Hukum: dan Jurimerr,,

Ghalia Indonesia, Jakarta,  Tahun 19SS, hal, 51



2. Daftar pertanyaan yaitu mengadakan pertanyaan secara tertulis

kepada responden mengenai hal - hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja untuk meningkatkan

kesejahteraan tenaga kerja,

kesejahteraan bagi tenag; kerja.
Data - data yang diperoleh  dan terkumpul  akan  dianalisis

maksudnya adalah unik mendiskripsikan setiap variabel yang akan

diteliti. Sudah barang tentu pengolahan  secara  analistis yuridis dan

Y




diadakan perbandingan antara teori dan praktek yang ditempuh dengan

pengolahan sebagai berikut :

1. Pengolahan secara induktif adalah berpegang pada kenyataan —
kenyataan yang khusus ini dihubungkan dengan hal — hal yang
bersifat umum sehingga dengan demikian akan diperoleh
kesimpulan yang bersifat umum.

2. Pengolahan secara deduktif adalah proses pemikiran dengan
jalan mengumpulkan pendapat — pendapat, masalah — masalah,
tanda — tanda atau gejala — gejala yang bersifat umum yang

kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Skripsi

BAB I

BAB II

BAB III :

: Dalam Bab pendahuluan ini akan dibahas mengenai latar belakang

masalah, pembatasan masalah, permasalahan, tujuan dan kegunzan

penelitian, metodologi penelitian dan sistematika.

: Dalam Bab tinjauan pustaka ini akan dibahas mengenai pengertian

tenaga kerja dan ruang lingkup program JAMSOSTEK.
Dalam Bab pembahasan dan hasil - hasil penelitian akan membahas

mengenai pelaksanaan progam jaminan sosial tenaga kerja di PT.

Jaya Konstruksi Manggala Pratama Semarang, manfaat program

10



Jaminan Sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja dan hambatan —
hambatan pelaksanaan program JAMSOSTEK.

BAB IV : Dalam Bab penutup ini akan berisi kesimpulan dan saran — saran.
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tenaga Kerja

Menurut pasal 1, Undang - undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan
p;)kok mengenai tenaga kerja, bahwa yang dimaksud tenaga kerja adalah tiap orang
yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja
guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhj kebutuhan masyarakat, Jadi
maksud tenaga kerja di dalam pasal tersebut adalah tenaga kerja yang bekerja di
dalam atau diluar hubungan dengan alat produksi utama dalam proses- produksi
adalah tenaga kerja sendiri, baik secara tenaga fisik maupun tenaga pikiran , dan
diatas merupakan ciri khas dari hubungan kerja yang bekerja di bawah perintah
orang lain dengan penerimaan upah.

1. Golongan Kerja

a. Golongan yang bekerja

b. Golongan yang menganggur gatay yang sedang mencari
pekerjaan

12




2. Bukan Angkatan Kerja
a. Golongan yang bersekolah
b. Golongan yang mengurus rumah tangga tanpa (memperoleh upah)
c. Golongan lain-lain :

- Menerima pendapatan, yaitu mereka yang tidak melakukan suatu
kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan
pensiun, bu;lga atas simpanan uang atau sewa atas milik.

- Mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain, misalnya karena

. . . o 2 o &
lanjut usia (orang jompo), cacat atau sakit kronis.”

Maka dalam hal ini harus ada perjanjian kerja antara karyawan dengan
pengusaha, dan dalam hal ini perjanjian kerja tidak boleh merugikan salah satu
pihak, sehingga harus terlepas dari unsur pemerasan dan unsur pemaksaan. Dan di

- dalam pasal 1320 KUH Perdata, untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat

e

yaitu :
1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal.

) Sendjun H, Manulang, Pokok-pokok Ilukum Ke

4 lenagakerjaan Indonesi it Rinck:
B Ty e ; esia, Penerbit Rineka




{
Jadi dalam setiap perjanjian kerja yang dibuat antara calon majikan dengan ;:alon

buruh harus memenuh; minimal empat syarat dj atas.

tersebut,

Dan di dalam undang - undang No. 14 tahun 199 tentang ketentuan
pokok mengenaj tenaga kerja , menyatakan bahws -




Jadi hak-hak perlindungan tersebut harus diberikan kepada tenaga kerja, supaya
tenaga kerja aman dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari dalam upaya

meningkatkan produksi dan produktivitas nasional, mengenai hal-hal yang dapat

menimpa dan mengganggu dirinya dalam pelaksanaan pekerjaan sedapat mungkin
dikendalikan. ’

Tujuan yany sebenarnya dari keselamatan dan kesehatan kerja antara lain :

I. Agar setiap tenaga dan setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja
selalu dalam keadaan yang selamat dan sehat.
2. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara

efisien.

3. Agar proses produksi dapat berjalan secara lancar tanpa hambatan

apapun. "
Jadi kesehatan kerja merupakan penjagaan agar tenaga kerja dalam

melakukan pekerjaannya sesuai dengan niali-nilai kemanusiaan, yang mana Pihak

'majikan tidak hanya terlalu mementingkan tenaga dari pekerja

~

yang ada di

perusahaan, dan bagi pihak buruh atau tenaga kerja juga harus menyadari

kemampuan dari tenaganya dan harus memperhatikan kekuatan jasmani dan rohani,
~ sebab tujuan norma-norma kesehatan kerja adalah memungkinkan tenaga kerja atau

buruh untuk mengenyam dan memperkembangkan perikehidupannya sebagai

" Opeit, hal. 86.



Manusia dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, 3353831
orang muda dan yang harus mengembangkabn jasmani dan rohan;.

UNISSULA
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B. Tinjauan Hukum Perjanjian Kerja
1. Pengertian » Sifat, Tujuan dan Hakekat hukum
Ketenagakerjaan
a. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Dalam kehidupan  inj manusia mempunyai
kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapét memenuhi
Sémua  kebutuhan tersebut manusia  dituntut untuk
bekerja, baik bekrja yang diusahakan’ sendiri méupun
bekerja pada orang lain, pekerjaan yang diusahakan sendiri
maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung
jawab -sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain
maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang '
lain, yang memberi perintah dan mengutusnya, karena ia
harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan
pekerjaan terséi)ut.

Kaitanﬁya dengan hukum ketenagakerjaan orang
yang bekerja, tetapi yang bekerja pada orang lain atay
pihak lain. Namun karena ketentuan inj sangat luas maka
diadakan pambatasan - pembatasan tentang macam

pekerjaan yang tidak tercakup dalam hukum perburuhan.

17



Dalam hubunean antara buruh dan maJjikan,

1

secara yuridis buruh adalah bebas karena prinsip

C

negara kita tidak seorangpun boleh diperbudak

maupun dihamba. Semua bentuk dan jenis rendudukan
‘dan rerhambaan dilarang, tetapi secara sosiologis
buruh itu tidak bebas szebagai orang vang tidak
Mmempunvai bekal hidup vang lain selain tenaganya

dan kadang-kadang terpaksa untuk menerima

hubungan kerja dengan maJdikan meskipun memberat-

kan bagi  buruh itu sendiri. lebih-lebih saat
sekAarang ini dengan banvaknva jumlah tenaga kerja
vang  tidak sebanding denean lapangan pekerjaan
yéng tersedia. Akibat tenagas buruh seringkali
d: peras oleh majikan dengan upah yang relatif
kecil. Oleh sebab itulah pemerintah mengeluarkan
beberapa peraturan perundang-undangan  untuk
. melindungi ~pihak vang lemah * (buruh) dari

kekuasaan majikan guna menempatkannya pada

kedudukan vang lavak sesuai dengan harkat dan

martabat manusia.

Pengertian Tenaga Kerja

Perindustrian merurakan sarana vang vpaling
hesar  dalam mempergunakan orang untuk me lakukan
rekeriaan. Fekerja 1{tu gendiri memberikan nilai

kemanuziaan vang tinggi kepada orang-orang vang jauh

18



lebih penting dari nileil ekonominya yang diperoleh

karens bekerja.S)

Seperti diketahui perusahaan mempunyai tujuan tetapi

tujuan itu tidak dapat tercapai dengan sendirinva
tanpa adanva manusia. bahan. mesin dan lain-lain.

Funegsi perlu diadakan. vaitu kerija vang dapat diper-

bedakan dari kerdja vang lain.7)

Dari keterancan di atas dapat diambil kesimpulan

bahwa tenaga keria adalah pihak vang melakukan

prekeriaan vpada orang lein sesual dengan

rerijanjian

vang dibuat bersama dalam usaha menghasilkan sesuatu
vang dibutuhkan pihak lain.

Nalam undang-undang No. 25 tahun 1997 pasal (1) eub.
2 menielaskan : "Tenaga kerja adalah setiap orang
laki-laki atau wanita yang sedang dalam ‘dan/atau
akanmelaskukan vekerjeaan, baik didalam maupun diluar
hubungan kerja guna menghasilkan barang atau Jasa
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat" .
Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran
renduduk yang kurang seimbang merupakan faktor yang
amat mempengaruhi tentang masalah ketenagakerjaan
kita. Untuk menyelesalkan atau mengurangi

penganguran ialah dengan memperluas kesempatan kerJja

dan itu merupakan salah satu dari tugas penguasa.

8) Notohamidiojo. masalah Keadilan. Tirta Amerta,
Semarang., 1983, hal. 49

) ’ ;
', Sukanto Reksihadivrodio. Perencanaan dan
1 FPexr

Orga-
rusahaan, BPFE, Yogyakarta, 1988, hal. 2

nisa

]
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Penvediaan tenaga keria tidak dapat dipenuhi deng

hanya mengadakan antar keria oleh bursa kerja tetapi

dengan memperluas kesempatan bekeria, dengan

berbagai cars gererti halnvsa remberian modal pada

FAYA penganggur untuk mendorong mereka agar membuka

wsahas  cendiri atau dengan reraturarn
Al

Antar daeral vang disini

membutuhkan tenaga kerija

Perusahaannvs mengajukan

kepada Kantor Penempatan Tenaga Daerah

\
kutan. B’ Kar

Perbuatan k

antar kerja
disebut bahwsa Pénguasa
untuk dipekerjakan di
Permintaan tenaga kerja
Yang bersang-

e€na sesuneguhnvs bekerja Vang merupakan

onkrit dari tenaga keria mempunyai makna

vang luas di dalam tiap kehidupan dapat dikemukakan

dara heberapa~segi, antara lain

d.,

e}

01 tinjau dari segi individu - merupakan gerak
dari pada badan dan fikiran orang guna memelihara
kelangsungan hidup badaniah mauprun rohaniah.
Ditinjau  dapi segi sosial : melakukan pPekerjaan
untuk menghasilkan barang atau Jasa guna memuas-
kan kebutuhan masyarakar.

Ditinjau dari &egi spiritual - merupakan hak dan

kewajiban dalam memulihkan dan mengabdikan pada

Tuhan Yang Maha Esa.?)

8)
Q5

Pekok Hulum Perburyan.

[inam Soepomo, er.cit. hal., 51

Kartasapoetrs dan Kience (. Widvaninasih. Pokok-
CV. Armica, Bandung , 198Z, hal. 40.
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Menurut DR. Payaman Simanjuntak dalamnya Pengant
Ekornomi Sumber Daya Manueia".

"Tenara keria (man powszr) adalah penduduk vang sudaj

AtAu sedang bekerja, vang sedang mencari pekerjaan,
dan vang melaksanakan kegiatan lain seperti berse-
kolal dan mengurus rumah tangga'.

"Secara spesifik, Pe€ngertian tenags kerja dan bukan
tenaca  kerja menurut DK, Payamfs) Simanjuntak di
bedakan hanve oleh batas umur',

Tiap negarg memberikan batag umur vang berbeda. Di

atas umur minimum 10 tahun tanpa

- tenaga kerja

adalah  ymup 16  tahun atau lebih, Tujuan dari

vemilihan batas umur tersebut adalah
definigj vang diberikan sedapat

menggamban

8upaya

mungkin
kan kenyatean-yang gebenarnya,

memilih batas

Tiap Negarsa
umur  yang berbeda karena 8ituasi

tenaga kerja di masing-masing Negara juga berbeds .

Di Indonesia tidak meénganut bhatas umur maksimum,

alasannys adalaﬁl bahwa Indonesig belum mempunya i

JAaminan sos1al secara nasional, Hanya 8ebagian kecil

penduduk Indonesia Yang menerima tunjangan di  hari

tua, vaity Fegawai negerij dan sebagian kecil Pegawai

Perusahaan ewastea
Secara terperinei dapat disebutkan bahwa tenaga

keris adalal sebagian Adar; Fenduduls dalam usig kerja

o Sendiun H. Hanolang. ”okok—?okok Hukum

F Ketena-
f&8Eariazasy fndﬂﬂﬁ:fih Rineks Cipts

. Jakarta, 1987, hal. 51.
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vang terdiri atas
1. Golongan kerdja
a. Golonegan vang bekerja

k. Golongan vang menganggur atau vyang sedang

meEncari kerja.
<. Bukan inghatan kerija
2. Golongan vang bersekolah

3 Go]ongan vang mengurus rumah tangga tanpa

MeNnerima upah
C¢. Golongan lain-lain

- Yenerima pPendapatan, Yaitu mereka yang tidak

melakukan sesuatu keg;atan ekonomi tetapi

memperoleh pendapatan seperti tunijangan
Pensiun, bunga atas Bimpanan uang atau sewva

atas milik.

- Mereka -yang hidup tergantung dari orang

lain, misalnya karena lanjut usia, cacat

atau sakit kronig.11)

3. Pengertian Perjanjian Kerja

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata rasal

1320 disebutkan méngenai syarat sahnya suatu

Perijanjian, yYang terdiri dari émpat syarat vaitu :

1. Sepakat meéreka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat 8suatuy Pérjanjian;

1Y rpia. hal. 53
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3. Mengenai suatu hal tertentu:
4. Suatu sebab vang halal.

Pada svyarat vang pertama, dinamakan gvarat-syarat
subvektif, karena subyveknya atau orang-orangnya vang
meéngadakan rerjaniian. Sedangkan Evarat-syarat vang
terakhir dinamakan syarat-s&arat obvektif karena
rerijaniiannya sendiri oleh obyek dari

-~

hukum vang dilakukan, 12

perbuatan

Mengenai rérianjian kerja Pada umumnya diatur
dalam kitab Undang—undang hukum perdata pada buku

IITI bab VLA Menaenai.perjanjian kerda terdapat

Pada pasal 1601 a KUH Perdata Yang menyatakan seba-

2ai berikut

"Perjanjian rerburuan adalah perjan
Pihak yang satu, si bupuh mengikatk
dibawah Perintah pihak yang lain g
suatu wakty tfgyentu, melakukan

Jian dengan mana
an dirinya untuk
i majikan, untuk

pekerjaan dengan
menerima upa},

. Membaca Funusan tersebut di atas pihak majikan
seakan tidak tgfikat sesuatu sebagaimana 8eharusnya

setiap Perijanjian mengikat kedua belah pihak untuk
tidak atau melakukan 8esuatu maka seharusnya
berbunyi -

Perjaniian kerja adalah suatu Perjanjian
dimana pihak vang satu mengikatkan diri untuk

12) Subekti. Hukum Perjanjian. PT. Intermasa. Jakar-
ta, 1987, hal. 17.

13) R. Subekti Tjitrosudibio. Kitab Undang-

. undang
Hukum Yerdata, Pradnys Paramite,

Jakarta, 1995, hal. 391
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bekerja pada pihak vang la;n sglama w§§:§
tertentu dengan menerima gpah dan c¢imana g -
vang lain mengikatkan diri untuk mempiﬁ?r a
ﬁihék vang satu dengan membayar upah. :

[}
Maka dapat dirertegag lagi didalam Pesal 1 (8)

Undane—undang No. 25 tahun 1997 bahwa | Perjanjian

kerja adalah suatu Perijanjian antara pekerja dan

Peéngusahsg Se€cara lisan dan/atau tertulis, baik untuk

walktu tertenty naupun wakty tidak tertentu vang

memuat. Svarat-syarat kerja, hak dan kewajiban
pihak.

Para

0i dalam ketentuan Undang-undang No. 25 tahun 1997

Pasal 12 avat (L) menvebutkan bahwa Perianijian kerja

dibuat atas dasapr -

Kemauan bebag kedua belah Pihak
Kemauan atay kecakapan kedua belah pihal.
Ada pPekerijaan vang diperdanJikan

Pekerjaan vang diperjanjikan tidak bertentangan
dengan Ferundang-undangan vang berlaku;

a0 o

ayvat (2) meényebutkan bahwa Perianjian kerja yang

dibuat oleh para pihak, vang bertentangan dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud avat (1) huruf 4
dan huruf b dapat dibatalkan.

ayat (3) menerangkan bahwa rPerjanjian kerja vang
dibuat oleh para pihak, vang bertentangan dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dan huruf g batal sesuai hukum. i

Jadi bagi pekerja/karyawan vang telah menyetujui
hubungan kerja harus melakukan tugasnya. Dia harus

mengerijakan sendiri tugasnya. Dig tidak boleh

14) Imam Soepomo. Hukum Perburuan Undeng-undang dan
37

Peraturan; Djamhatan, 1982, ha).
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mEnyuruh  orang lain atau orang ketiga menggantikan
Jivinva. tznps ijin dan persetujuan prihak majikan.

bagi  perjaniian keria tidak dimintakan bentuk vyang

tzrtentu. Jadi dapat dilakukan gecara ligan, dengan

surat Pengangkatan oleh pihak majikan atau secara

tertnlig, vaitu surat rerjanjian vang ditandatangani
oleh kedns helah pihak. Undang—undang hanya menetap-
kan bahwa jika perjanjian diadakan Secara tertulis,
biava surat dan biaya tambahan.lainnya harus dipikul
oleh majikan.19) Perdandian yang pada umumnya dan
harus tertulis adalah perjanjian kerja di. laut,,
cedangkan untuk Perianjian kerja di daratt dapat
diSuat tertulis ataupun tidak tertulis. Mengenai
Peérdaniian  tertulie tentu saja mempunyai kekuatan
hukum  dibsndingkan dengan  vang tidak tertulis,
karena apahila terjadi -masalsh dalam hubungannya
‘dengan isi perjanjian kerja hagi plhak yang dirugi-
kan akan kesulitan di dalam penuntutan haknya karena

dibuat. gecara tidak tertulis, tapi apabhila dibuat

“eécara tertulis akan dengan mudah didalam menunjuk-

kan bukti-bukti sebagai kesepakatan bersama.‘

Karena pentingnya pPérjanjian kerja yYang dimaksudkan

untuk mengetahui hak dan kewajiban pekerja dan

Peéngusaha g

chingga mengurangi terhadap tindakan vang

LS). M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Per,jan,

ilan,
Alumni Bandung . 19R6, hal. 147
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iha L.
merugikan pada salah satu pihak tersebu

4. Hak dan kewaijiban para pihak dalam perjanjian kerja

Tentang hak dan kewaiiban pekerja serta
vengusaha pada hakekstnva sudah termaktub dalam

*Qbatan kerja bersams. Kewajiban rekerja pada

r(.

ksz
imamnva berazrti bekeria dibawah vimpinan orang lain

vang berarti pihak buruh harus melaksanakan tugas
kerianyva sebaik dan setertib mungkin hingga dapat

menunjukkan kemauan Perusahaan dan perkembangan

Prerusahaan. Sedangkan Pihak majikan meémenuhi segala

Pembavaran upah dan segala tunjangan- tundanganf

sosial lainnya vang telah disepakati 16)

Kewajiban buruh Pada ‘umumnyg tersimpul dalam hak

majikan, sepertl Juga hak buruh tersimpul didalam

kewajiban magjikan, bekerja pPada pihak lainnya

berartl pada umumnyg bekerja dibawah Pimpinan pihak

lainnya itu dan karena kewajiban terpenting bagi

buruh ialah melakukan pekerjaan Meénurut petunjuk

dari majikan. 17)

Namun ada kekhususan bagi pekerja wanita terdapat

batasan Seperti kerja di malam hari untuk menjaga

18) 2 Kartasaputra Rience G. Widianingsih, Pokok-
voXok Hukum Ierburuen Armlco Bandung, 1982, hal. 14,

17 Imam Soepomo, Hulkum Perburuan Bi
82

Bl dang Hubungan
ferja, Dﬁambaten Jakarta, 1990, hal.
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keselamatan, kesusilaan vyang dikecualikan dari

—
Iz

rekéria wanita rada malam hari adalah keadaan
menurut sifat, tempat dan keadaan sehingga dijalan-
kan oleh pekeria wanita. misalkan pekerjaan yang
Allskulksn di dalam Rumah Sakit.
Mzks denesn zdanya perizniizn kerda timbullah suatu
hak dan kewadiban kail rihal pekeria maupun maijikan
vang dapat dirinci sebagai berikut
a. Hak pekerjs

L. Memperoleh kesempatan yang sama tanpa . diskri-

minasi dalam memperoleh pekerjaan. (Pasal 5

. 2571997).

A Berhak' untuk membentuk dan menjadi anggota
serikat buruh (pasal 27 (1) UU. No. 25/1897) .

3. Setiap pekerja berhak untuk mogok kerja (Pasal
74 UU No. 25/1997)

4. Setiap pekerja berhak untuk mendapat waktu

| istirahat ..kerda (pasal 102 (1) UU  No.

25/1997).

(o]

Setiap pekerja mempunyal hak untuk memperoleh

rerlindungan atas

.a. Keselamatan dan kesehatan kerja

b. Moral dan kesusilaan

c. Perlskuan yang sesuai dengan harkat dan
martabat manusia serta nilai-nilai agama

(raeal 108 (1) UU No. 25,/1997).
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Js

Setiap pekéerja berhak memperoleh penghasilan

vang layak bagi kemanusiaan (pasal 109 (1) UU

a

No. 25,1997.

Setiar tenaga keria dan kkeluarganya berhak
untuk mempéroleh jaminan sosial tenaga kerja
(pasal 117 (1) U0 No. 25/10€7)

Setiap tenagas keria herhak memperoleh dan’atau
meningkatkan dan/atau mengemabngkan keterampi-
lan dan/atau keahlian kerja sesuai dengan
bakat. minat dan kemampuannya melalui
pelatihan keria. (pasal 121 UU No. 25/1997).
Setiap tenaga kerda mempunyai’  hak ‘dan
kesempatan .yang sama untuk memperoleh
relayanan pelempatan tenaga kerja di dalam
dan/atu  di luar wilavah Indonesia (pasal 144

UUANOR.-25 2199 Y

b. Kewa.jiben pekerss

il g

()

Setiap pekerja berkewajiban untuk melaksanakan
ketentuan vang ada dalam Kkesepakatan kerja
bersama.

Melakukan tugas dan pekerjaannya.dengan baik
sebagaimana telah dipgrdandikan bersama (pasal
1803 KUHPa)

Melaksanakan tueas dan pekerjaannya sendiri,

tanpa bantuan atau pergantian orang lain di
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luar izin/pengetahuan majikan (pasal 1603 &
KUHPa) .

Menaati segala peraturan kerija serta reraturan
tata tertib vang berlaku diterapkan majikan

berdasar Undang—undang Férjanjian atau kebia-

L4/]

&N vang lavak (pazal 1R03 b KUHPa) .

51 burnh vang bertingeal padas majikan harus
bertingkah laku meénurut tertibnya rumah (rasal
1803 ¢ KUHPa&).

Melakukan maupun tidak berbuat segala ara yang
didal%m keadaan vang sama, patut. dilakukan
atau tidak patut diperbuat oleh 8€orang buruh

vang baik. (pasal 16803 d KUHPa)

Hak Pengusaha

1.

[N]

Preatsi kerja vyang baik dari buruh pegawai
vang bersangkutan sebagaimana telah diper-
danjikan dag dihearapkan gebelumnya .
Keteraturan pelaksanaan pekerjaan vang
diperintahkan kepada buruh yang bersangkutan
melaksanakannya menurut tempat, waktu dan
prestaszi yang seharusnya.

Perlakuan vang hormat, sopan dan wajar sgerta
clksp tidak bertingkah laku 8eyoRyanya dari
bufuhnya.

Fetertiban kerja pars buruh.
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d. Kewajiban pengusaha

1
2.

Membayar imbalan kerja.

Membayar imbalan kerja si buruh secara penuh sejak ia mulai sampai
akhir hubungan kerja.

Membayar imbalan kerja yang dirasan tepat bagi para pihak.

Memberikan surat keteranag ;-.‘:",x""""* | buruh pernah kerja padanya.

UNISSULA
el ol leluinela
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C. Ruang Lingkup progam Jamsostek

Peraturan yang mengatur perlindungan tenaga kerja yaitu undang -

undang No. 12 tahun 1984 yang dinyatakan berlaku oleh Undang - undang

No. 1 tahun 1951 yang mempunyai sifat memaksa. Undang - undang No. 12

tahun 1984 ini mengatur semua materi tentang kesehatan kerja, yaitu:

a.
b.

C.

£

e

Pekerjaan anak
Pekerjaan orang muda
Pekerjaan orang wanita
Waktu kerja

Waktu istirahat
Tempat kerja

Perumahan buruh atay pekerja

Undang - undang kerja ini hanya bcrlaku tcrhadap pekerjaan

yang dilakukan oleh Seorang tenaga kerja atau buruh yaitu ofang yang

bekerja pada orang lain atau suatu badan dengan menerima upah.

Dasar hukum Progam Jmasostek adalah Undang - undang No.

3 Tahun 1992 yang pelaksanaannya diatur Keppres No.22 tahun 1993,

PER - 05/MEN/1993 dan PP No.79 tahun 1998. Ynag meliputi ruang

lingkup Jamsostek sebagai berikuyt
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I. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Merupakan jaminan yang diberikan kepada karyawan yang mengalami
kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah, besarnya

Y

jaminan tergantung dari kecelakaan atau resiko yang dialami yaitu :

a.  Biaya transport (maksimum)

- Darat

Laut

&g
d. Santunanl UHI$SULA
\ Aeelled/|£onlololuinaia

- Sebagian tetap

- Total / tetap
Sekaligus 70 x 60 bulan upah
berkala (dua tahun) Rp. 25.000 / bulan




% kurang fungsi x %

- Kurang fungsi
tabel x 60
e.  Santunan kematian
Sekaligus 60% x60 bulan

upah (tanpa per-

hitungan jumlah

ahli waris)
- Berkala (dua tahun) Rp. 25.000-per bulan
- Biaya pemakaman : Rp. 400.000
. Biaya Rehabilitasi Patokan harga RS
- Prothese anggota badan Dr. Soeharso
- Alat bantu (kurs; roda) Surakarta

ditambah 40,
8. Penyakit akibat kerja

31 jenis penyakit- selama hubungan kerja dan tiga tahun setelah putus
hubungan kerja,

2. Jaminan Kematian (JK)

Jaminan inj diberikan pada ahi; waris apabila tenaga kerja meninggal
dunia, besarnya jaminan yaitu ;
a. Santunan kematian Rp. 2000.000

b. Biaya Pemakaman Rp. 400.000
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3. Jaminan Hari Tua (JHT)
Jaminan ini diberikan apabila tenaga kerja mencapai usia 55 tahun,
meninggal dunia atau sudah tidak bekerja lagi dengan kepesertaan Jamsostek

minimal lima tahun, besarnya jaminan tergantung dari iuran yang dikumpulkan

ditambah bunga, yaity - iy

- Santunan pada saat di umly d tabungan

4. Jaminan pemeliha cese ‘ & ‘ . I '
Jaminan el -

x o, s
Perusahaan  kecual 2haan yang sudali u anakah

L3
pemeliharaan kesehat. F’.fz«!'!ﬂ:'.j’f ¢ @'ﬂk}uﬁﬂﬁﬂﬂplﬁk 4
——A—_‘I

- Kesehatan pelayanan medis Rawat-jalan pertama,

Rawat-jalan lanjutan,

Rawat-inap kehamilan
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dan persalinan,
penunjang
Diagnostik, pelayanan

Khusu, gawat darurat

Sedangkan iuran dan upah dalam program Jamsostek kita bisa melihat

data sebagai berikut :

- luran

- /
| Prog — . aga
—— TR i
— /
Jaminan kecel j 0,24 - 1,74 {*.

Jaminan kematia
1
Jaminan hari tua , 00
\ - - TIE

Jaminan pemelihara ; IJ."{ <
! —
6, 00 (keluarga)

luran program Jamsostek dihitung berdasarkan presentase terhada upah

keseluruha sebualn yang diterima oleh tenaga kerja secara rutin. Kecuali
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perhitungan JPK yang ditetapkan atas dasar upah riil yang diterima tenga

kerja setingi-tingginya Rp. 1 juta dengan pengertian upah lebih Rp. 1 juta

dihitung Rp. 1 juta.

Upah

Upah sebulan adalah upaha yang sebenarnya yang diterima oleh tenaga kerja

selama satu bulan yang terakhir dengan ketentuan sebgai berikut -

a. Jika upah dibayarkan harian. maka upah sebulan sama dengan upah sehari
dikalikan 30 (tiga puluh).

b. Jika upah dibayarkan secara borongan atau sebulan, maka upah sebulan
dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir,

¢. Jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca yang upahnya didasarkan
pada upah rombongan. maka upah sebutan dihitung dari upah rata-rata 12
(dua belas) bualn terakhir

Untuk menyelenggarakan Program tersebut-—maka biasanya pemerintah

menunjuk PT. JAMSOSTEK (persero) sebagai badan penyelenggara resmi,

sesuai dengan PP No. 36_ tahun 1993,

Sedangkan untuk menjadi  peserta )

amsostek maka perusahaan haryug

mendaftarkan tengaa kerjanya dengan cara

= Menghubungi kantor PT. JAMSOSTEK (persero) setempat/terdekat.
- Mengisi dan mengembalikan formulir yang tersedia seuaj dengan

petunjuk.
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- Membayar iuran setiap bulan setelah besarnya iuran ditetapkan oleh PT.

JAMSOSTEK (persero).

Guna tertib administrasi kepesertaan, perlu mendapatkan perhatian

perusahaan sebagai berikut :

Mendaftarkan semua tenaga kerja dengan upah sesuai dengan data

yang sebenarnya.

: Orang-ollr, ,

. Mesin.

. Money.

d. Materiil, sebagai bahan bakuy,

- ; .
Market atau pembeli-pembeli yang menjamin huidupnya perusahaan
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Manusia adalah faktor yang terpenting dengan pikirannya, kemampuannya sehingga
dapat mengurusi faktor-faktor\ lainnya ke suatu sasaran yang digariskan, Oleh

karena itu manusia mengambil peranan yang terpenting di dalam perusahaan.

¥
UNISSULA
| el Igpllelyinala
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oleh tenaga Kerja. Jaminan fasilitas yang didapat tenaga kerja PT.Jaya

. . b .
Konstruksi Manggala Pratama yang (elah ditanggung’ perusahaan melalyj pT.

JAMSOSTEK adalah :

1.

Jaminan kecelakaan kerja

Apabila tenaga kerja PT, Jaya Konstruksi M:m:igala Pratama’ mengalami

kecelakaan Kerja pada saat melakukan hubungan kerja akan mendapat : ¢

a. Biaya transportasi antara Rp. 100,000 sampai dengan Rp. 250.000.

b. Tunjangan tidak mampu bekerja sementara meliputi empat bulan pertama
100% upah dan selanjutnya 75% dari upah.

¢. Biaya pengobatan maksimum Rp. 400.000.

d. Santunan cacat

e. Santunan kematian + biaya pemakaman Rp. 2.400.000

I.  Biaya rehabilitasi

Jaminan Kematian

Jaminan ini'hanya berlaky untuk pekeija, istri atay suami, anak dan orang (ua
dengan memperoleh Jaminan kematian sebesar Rp. 2.000.000 + 400.000
untuk biaya pemakaman

Jaminan Hari Tua

=

Pada PT. Jaya Konstruksj Manggala Pratama tenaga  kerja yang usianya

sudah sampai 55 tahyp atau meninggal dunia akan memperoleh jaminan hari

tua se_besar luran  premj Jamsostek yang sudah terkumpul  ditampah
perhitungan bunganya dengan perincian sebagai beriky -

a. s/d Rp. 8.640.000 tarif 0%

b. diatas Rp. 8.640.000 /g Rp. 25 juta tarir 10%
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BAB III

HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Jamsostek di PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama

Semarang

Program Jamsostek atay Jaminan sosial tenaga kerja merupakan program
pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja
8una menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam mengatasi resiko-
resiko yang timbul dalam hubungan Kerja, karena bersifat wajib bagi perusahaan
yang memperkerjakan sedikit-dikitnya 10 orang tenaga kerja atau membayar
upah sekurang-kurangnya Rp. 1 juta/bulan. '

Maka untuk it pPT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Semarang juga
melaksanakan Program Jamsostek guna menjamin terwujudnya pemerataan
kesempatan memperoleh‘ perlindungan dasar Jamsostek bagi seluruh tenaga
kerja, hal ini wajib karena :

; | tidak setiap tenaga ketja mampy menanggulangi resiko yang dihadapi.

tidak setiap perusahaan mampy menyelenggarakan program Jamsostek

sendiri.

Manggala Pratama telah mengikutsertakan Sémua tenaga kerjanya pada program

Jamsostek. Dengan pembayaran premj program Jamsostek sebagai berikut -
6,89% dengan perincian : 4,89%

3

Hasil Wawancara dengan Bapak Rosidi staf rsonalia PT. Rimba Partjk 1 i
Moo biiice, e pel artikel Indonesia Kendal,

ditanggung oleh perusahaan dan 2% ditanggung
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c. diatas Rp. 25 juta tarif 15%

4. Jaminan Kesehatan

Untuk jaminan kesehatan PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama tidak
mengikuti pada PT. JAMSOSTEK karena PT. Jaya Konstruksi Manggala
Pratama mengelola sendiri untuk jaminan kesehatannya. Dan bagi para
pekerja PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama yang sakit akan mendapat
fasilitas berupa :

a. Rawat jalan pertama

b. Rawat jalan Ianjutz.m

c. Rawat inap

d. Rawat kehamilan dan bersalin

Dalam jaminan kesehatan ini pekerja PT.Jaya Konstruksi Manggala Pratama

yang sakit dapat menggunakan Poliklinik terdekat dan Rumah Sakit yang ada.

B. Manfaat Program Jamsostek Bagi Tenaga kerja di PT. Jaya Konstruksi

Manggala Pratama Semarang

Pelaksanaan program JAMSOSTEK tentu bermanfaat bagi perusahaan

maupun bagi tenaga kerja, dan untuk itu kita bisa ambil beberapa manfaat dari

pelaksanaan program Jamsostek di PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, yaitu:

L.

Dengan adanya program jaminan sosial tenaga kerja, maka kepastian akan
perlindungan dari resiko pekerjanya lebih terjamin, terutama bagi
kelangsungan penghasilannya yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya beserta keluarganya.
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2. Menciptakan ketenagaan kerja serta hubungan yang positif antara perusahaan
dan tenaga kerja., s‘ehingga produktifitas kerja dapat ditingkatkan.

3. Jaminan sosial tenaga kerja ini akan menimbulkan ikatan bagi tenaga
kerjanya untuk tefz;p bekerja pada perusahaan dan tidak pindah ketempat lain.

4. Dengan adanya program jaminan sosial tenaga kerja berarti perusahaan PT.
Jaya Konstruksi Manggala Pratama dapat melakukan perencanaan yang
sangat pasti untuk mensejahterakan tenaga kerjanya, sebelum untuk setiap
peristiwa tersebut yang bersifat mendadak tidak dapat diperhitungkan terlebih
dahulu.

5. Beralihnya tanggung jawab langsung kewajiban pelaksanaan perlindungan

dan jaminan sosial tenaga kerja dari perusahaan PT. Jaya Konstruksi

Manggala Pratama ke PT. JAMSOSTEK (Persero).
Dengan demikian jelaslah, bahwa dengan ‘ikut sertanya PT. Jaya

Konstruksi Manggala Pratama dajam Program Jaminan sosial tenaga kerja ini

maka akan memberikan Suatu manfaat yang tersendiri, baik itu untuk perusahaan

Mmaupun bagi tenaga kerja. Mengenai persyaratan perusahaan yang diwajibkan

mempertanggungkan tenaga kerja dan juga harus mengikuti program tabungan

hari tua bagi mereka adalah tahap permulaan telal memenuhi syarat sebagai

berikut :
I. Perusahaan tersebyt telah memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 25

orang atau lebih atay membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000

sebulan,

2. Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan yang dimaksud.
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Salah satu manfaat dari program Jamsostek bagi tenaga kerja yang dapat

memberikan kepastian mereka akan hak-hak mereka bagi tenaga itu sendiri,
apabila mereka dalam menjalankan aktivitas kerja mendapat kecelakaan hal itu

sudah ketentuan bahwa sudah ada jaminan yang mengatur mereka untuk

mendapat tunjangan yang sudah masuk dalam program Jamsostek yang sangat
bermanfaat bagi tenaga kerja karena ada Kepastian hukum yang melindungi hak-
hak mereka sebagai tenaga kerja.

PT. Jaya Konstruksi Mangaala, Pratamg sudah Mmemenuhi syarat g,
n

wajib jadi
YIb menjadi peserta Jamsostek, untuk menjamin dan bermanfaar bagi kedua

belah pihak dan saling menguntungkan.

. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Program Jamsostek Perusahaan dj

Semarang

Dalam menyelenggarakan program Jamsostek Pwn Sumu ngﬁéL
aan

4 kadang-kadang mengalami beberapa hambatan antar, lain :?

Program Jamsostek jn masih rendah, sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai

dari sasaran yang diharapkan,

2, Masih.ada anggapan darj pengusaha, bahwa iuran yang dikeluarkan untyk

Program Jamsostek mengurangi  pendapatan dari Perusahaan, schingsa

menjadi beban dari pengeluaran perusahaan.

° Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Stat Personalia PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama,
tanggal 2 Maret 2001 43



2. Mengadakan penataran dan latihan-latihan bagi petugas PT. JAMSOSTEK

(Persero) yang menangani penyelenggaraan Jamsostek.

3. Penyuluhan yang intensif dan mengadakan kerja sama dengan instans; yang
terkait untuk Mmemproses perusahaan-perusahaan yang berkategori wajib agar

melaksanakan program Jamsostek.

Dalam hal prosedur pengajuan klaim-memerlukan waktu dan biaya yang

cukup lama serta mahal, sebab untuk mengajukan klaim diperlukan bermacam.

macam surat keterangan dan harus mengisi formulir-formulir Jamsostek dalam
berbagai bentuk. Hal ini dirasakan kurang efisien sehingga untuk kecelakaan
yang ringan seringkali oleh Perusahaan tidak dilaporkan pada PT. JAMSOSTEK
sebab seringkali antara biaya yang dikeluarkan untuk mengurus klaim dan

penerimaan  ganti rugi tidak seimbang, -~ dalam |yl ini maka diharapkan
dilakukannya proseduf pehgajuan klaim sederhana.

Dalam langkah-langkah tersebut _diatas;" maka diharapkan  dapa
‘membanty bagi pihak.\,penyelenggara Mmaupun dari pihak yang melaksanakan
PP No. 36 tahun 1995 dalam kepentingan bersama bagi tenaga kerja.

Disamping usaha-usaha yang telah ditempuh pemerintah tersebut dj atas,
oleh PT. JAMSOSTEK sebagai badan penyelanggara juga dilakukan berbagai
kerja. Selain jty juga kepada peserta Jamsostek diberikan bantuan keuangan
secara tidak langsung, misalnya koperasi, sarana perusahaan, dan lain-lain yang

keseluruhan dananya diambil dari alokasi program Jamsostek yang belum

dimanfaatkan oleh peserta Jamsostek.
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3. Prosedur pengajuan klaim yang membutuhkan waktu dan biaya yang banyak

dan cukup lama, sehingga untuk kecelakaan ringan sering tidak dilaporkan
meskipun kecelakaan ity merupakan kecelakaan kerja.
Apabila pengusaha dan tenaga kerja lebih menyadari akan artj penting

dari program Jamsostek dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan

dihadapi, maka kepersertaan mereka dalam Program Jamsostek benar-benar
dinikmati sebagai suaty kebutuhan dan tidak sekedar untuk melaksanakan
kewajiban saja.

Karena tugas pénye]enggaraan diserahkan pada PT. JAMSOSTEK
(Persero), maka konsekuensinya PT. JAMSOSTEK harus mempersiapkan sebajk-

baiknya dalam memberikan pelayanan pada peserta )

(Persero) adalah sebagai berikut -

L. Memasyaratkan PP No. 36 Tahun 1995 tentang jaminan sosial tenaga kerja,

yaitu dengan jalan memberikan penerangan-penerangan secara |luas tentang

maksud dan tujuan tersebut, maka perlu ditempuh beberapa jalyr penerangan

antara lain -

- radio

- televisi bajk Pusat maupun daerah

- media cetak, surat kabar, majalah, brosur, dan lain-lain

- tatap muka antara petugas PT. JAMSOSTEK (Persero) dengan pengusaha

dan tenaga kerja 44



Dengan demikian pada hakekatnya bahwa dana yang terkumpul atau
terhimpun dari iuran Jamsostek, pada saatnya juga dikembalikan lagi bagi peserta

Jamsostek.

&9
UNISSULA
lel u Li‘
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Progam Jamsostek yang dilakukan oleh PT. Jaya Kontruksi Muhandas
Sarana Semarang pada hakekatnya adalah memberikan perlindungan
dasar ialah perlindungan secukupnya yang dapat mengjangkau seluruh
lapisan tenaga kerja oleh karena itu, sistem penyelenggarakan progam
Jamsostek berlaku prinsip gotong - royong. Yang sehat membantu
yang skait, yang muda membantu yang . tua, dan, mereka yang
berpenghasilan tinggi membantu merekan yang berpenghasilan rendah.
Serta progam Jamsostek yang dilakukan oleh PT. Jaya Kontruksi
Muhandas Sarana Semarang juga berbentuk santunan dan penggantian
biaya atas seluruh penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai
akibat dari resiko — resiko sosial ekonomi yang ditimbulkan olech
kecelakaan kerja, cacat, sakit, hari tua dan meninggal dunia.

Manfaat dilaksanakannya p;rogam Jamsostek bagi pengusaha adalah
terciptanya rasa aman dan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan
meningkatkan produktifitas perusahaan, beralihnya tanggung jawab
pengusaha atasa kewajiban memberikan perlindungan bagi tenaga
kerjanya kepada PT. JAMSOSSTEK ( Persero ). Dan manfaat tenaga
kerjanya sendiri yaitu adanya kepastian jaminan berupa penggantian
biaya atau santunan atas penghasilan yang hilang atau berkurangnya
dalam hal tenaga kerja mengal;ami kecelakaan kerja, cacat, sakit, hari

tua dan meninggal dunia,
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3. Hambatan utama pelaksanaan Jamsosotek di PT: ,“.Jaya Kontruksi
Muhandas Sarana Semarang adalah kurangnya kesadz;xan antara tenaga
kerja dan pengusaha, bahwa arti dari progam Jamsosotek dalam
meringankan beban perusahaan dalam membiayai resiko sosial yang
dihadapi sangat penting maka kepesertaan mereka dalam progam
Jamsostek benar ~benar dinikmati sebagai suatu kebutuhan dan tidak
sekedar untuk melaksanakan kewajiban saja. Disamping hambatan
mengenai peran premi Jamsostek yang dirasakan pengusaha belum
seimbang dengan peningkatan iuran premi yang dibayar pekerja.

B. Saran - Sarap

1. Agar progam Jamsosotek ini lebih memasyarakatkan [ebih bajk dari
pengusaha dan tenaga kerja sebaiknya  dilakukan penyuluhan - -
Penyuluhan bag; Pengusaha dan tenaga kerja akan arti pentingnya

Progam Jamsostek tersebyt.

biaya yang relatif lebjh bagyak, maka pemerintah Perlu memperbaiki
dan memperhatikan hal ~ hg tersebut agar tidak memberatkan bajk
tenaga kerja haupun para pengusaha, Dan mengenai kecelakaan ringan
sebaiknya dalm ha| Pengajuan klaim ganti rugi lebih dipermudah atay
diperingan yaitu tidak usah melewati beberapa prosedur seperti
mengajuka klaim Yang biasa atay sekurang — kurangnya tidak perlu

Cepat untuk mengurys; Surat — surat yang memakan wakty dan biaya

yang lebih ringan,
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